
Disampaikan oleh Dede Nurdin, S.Pd, MASW, MDisST,
Kasubag Pelaporan pada Sekretariat Ditjen Rehsos, dalam kegiatan  Rapat

Sosialisasi Perencanaan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui
anggaran Dekonsentrasi tahun 2019 di Provinsi Jawa Timur,

Hotel Aria Centra, Surabaya, Rabu 5 September 2018

Strategi dan Program
Direkorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

dalam Pencapaian SPM Bidang Sosial tahun 2019
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�Kakek Udjan terlihat tiduran di
tempat yang sangat tidak
layak, di atas got. Dengan

beralaskan kardus yang sudah
penuh kotorannya sendiri.�



"Ketika sampai di
lokasi, lansia tersebut tiduran di
atas saluran air (got) dengan
kondisi sudah sakit dan sudah
buang air kecil dan besar di
celana," kata

Lansia sakit ini sudah empat hari
terlantar tak berdaya di depan SD
Widuri Indah. Menurut informasi yang
didapat petugas kelurahan Duri Utara,
Udjan masih memiliki anak, namun
tidak mau mengakuinya sebagai
orangtua. Menurut info yang kami dapat,

lansia itu mempunyai tiga orang
anak. Satu orang di Kelurahan Duri

Utara, seorang di Depok dan
seorang lagi tempat tinggalnya

jauh," ujar Amir.

��

��



¦²²®WLL±³«±£ªK²°§ ³¬¬£µ±K¡­«LOMNRLMRLOTL¤­²­J~¬~©J̈ ~ª~¬~¬J·~¬¥J²§¢³°J
¢£¬¥~¬J±££©­°J~¬¨§¬¥J¦£ ­¦©~¬J¬£²§¸£¬







N O P

Q

R

S

T

U

V



l³²ª§¬£=m~®~°~¬

j§¬¢±£²=pmj
j§¬¢±£²=o£¦~ §ª§²~±§=p­±§~ª
j§¬¢±£²=j~¬I=j­¬£·I
h£ª£« ~¥~~¬I=¢~¬=a~²~



o³~¬¥=i§¬¥©³®=m£« ~¦~±~¬

QNN
m~±~ª

RO
m~±~ª

OS
m~±~ª

SP
m~±~ª



Mindset
SPM



Arah & Prinsip
Penyelenggaraan Pemerintahan melalui otonomi luas

� diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat

melalui
peningkatan pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat.

Referensi: Konsideran �Menimbang� pada UU No. 23 tahun 2014.

.. daerah mampu

meningkatkan daya saing
dalam lingkungan strategis globalisasi

dengan memperhatikan prinsip -prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah
dalam sistem NKRI.

� prinsip
pemerataan dan keadilan salah satunya

diwujudkan melalui
S P M

Standar Pelayanan Minima
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Maksud Pengaturan Pemerintahan Daerah dalam UU No. 23 th. 2014
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UU 32 /2004
mencari keseimbangan

UU 32 /2004
mencari keseimbangan
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Referensi: Konsideran �Menimbang, Poin b dan c.� UU No. 23 thn 2014.

�. Efisiensi dan efektivitas
ditingkatkan dengan lebih

memperhatikan aspek-aspek
hubungan antara Pusat dengan

daerah dan antardaerah, potensi dan
keanekaragaman daerah, serta peluang
dan tantangan persaingan global dalam

kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara;
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Konsep SPM dalam UU 23/2014
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� Ini soal memprioritaskan terpenuhinya kebutuhan
dasar Warga Negara agar hidup layak.

� Bukan semampunya, bukan alakadarnya, tapi harus
mampu dan belajar memampukan diri.

� Negara mengakses, bukan sekadar membuka
akses.



Mengapa SPM tidak boleh tidak?
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Mengapa SPM tidak bisa ditawar?
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